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PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 2005

TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGS!

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Pasal
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organhisasi
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan
pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 7 Peisturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, perlu  menetapkan
Peraturan Waiikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/dawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengaf Undang-undang
Nomor 2 Tahun 19685 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890):

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

DOKUMENTASI HUKUM |
PEMERINTAH KOTA SURABAYA |

[



enetapkan

RizakSekrelanial Daerah

¥

4. Undang-Undang Moror 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan

Dacran (Lembaran Nogara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negaru MNemor 3437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undarg Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nemor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4543);

. Pefaturan Daerah Kota Surabaya Ndmor 12 Tahun 2005

tentang Crganisasi  Sekretariat Daerah  Kota Surabaya

(Lemivaras Doerch ¥ois Surakaya Tahun 2005 Noemor 1/D).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGS] SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA.

- BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan Walikota ini yang dima¥ksud dengan :

1. Daerah adalak: Koia Surabaya.

2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat
disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan
Perangkat Daerah,

3. Kepale Daerah adalah Walikoia Surabaya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota

Surabaya.

8. Sekietaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kota
Surabaya.

7. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan adalah Asisten
Bidang administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Surabavya.

8. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan adalah Asisten
Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
ASI HUKUM

Kota Surabaya.
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8. Asisten Bidang Aaministrasi Umum adalah Asisten Bidang
Administrast Umum Sekretariat Dacrah Kota Surabaya.

10.

2

azian adsiah Bagian pada Sekretariat Daerah.

1

-t
6y

ub Dagian adaizh Sub Eagilan pada Bagian.
2AEB I
TUGAS DAR FUNGS]

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 2

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Gaeran.
Pasa! 3

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. penakoordinasian  perumusan  Kebijakan  Pemerintah
Daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis;

c. pembinzan organisasi, tatalaksana, keuangan, prasarana
dan sarana Pemerintzhan Daerah;

8. pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
f. pelaksanaan tugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
Fzasal 4
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas
membantuy  Sekretaris Daerah di  bidang administrasi

pemerintahan yang meiiputi pemerintahan, hukum, organisasi
sorta Kerjasama.
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Paracrafb 1
Sagian Femerintahan

Pasal B

Bagian Pomesintahian mempunyal  fugas di bidang
pengembangan  pemerintahan, pembinean  administrasi
kecamatan dan Kelurahan soria administrasi kependudukan.,

Pasal 8§

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 5. Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencaha program dan petunjuk teknis di
bidang pengembangan  pemerintahan,  pembinaan
administrasi kecamatan dan kelurghan serta administrasi
kKependudukan;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan pemerintahan, pembinaan administrasi
kecamatan dan kelurahan seria administrasi
kependudukan;

¢. pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk
telernis 4l bidang sengembangan pemerintahan, pembinaan
administrasi kecamatan dan Kelurahan serta administrasi
kependudukan;

d. peiaksanaan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan petunjuk teknis di  bkidang pengembangan
nemerintahan, pembinaan administrasi kecamatan dan
keiurahan serta administrasi kependudukan;

- @. pelaksanaan kordinesi dan  kerjasama  dengan
lembagafinstansi  lzin  di  bidang pengembangan
pemarintahian, pembinaan administrasi kecamatan dan
kelurahan serta administrasi kependudukan,;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Asisten
Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Pengembangan Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang
pengentbangan pemerintahan.
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Paseal 8

Untuk menyelenggarakan Higas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Sub Bagian Pengembangan Pemerintahan
mempunya fungsi

a. penyusutos roncana program dan petunjuk teknis di
bidong rat 5 miangan semerintahan;
\
b. peiaksanaan i’.‘:r{J rarn n petunjuk teknis di bidang

cram da
pengembangan remanntahan;

. Pengawasan dan peng alian di bidang pengembangan
pemerinizhan,

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan  koordinasi dan  Kerjasama  dengan
lembaga/instansi  lain di  bidang pengembangan
pemerintahan;

f. pelaksanaan tugas-tugas iain vang diberikan oleh Kepaia
Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fasal 9

Sub Bagian Fembinaah Adminisirasi Kecamatan dan
Keluranan mampunyg! tugas melaksanakan sebagian tugas
Bagian Pesmerintahan ¢i bidang pembinaan administrasi
kecamatan dan kelurahan.

Pasal 10

‘Untuk menyelenggarakan tugas sebagaigana dimaksud dalam
Pasal 9, Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
-.___Keiurahan mempunyai fungsi ;

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
nembinaan administrasi kecamatan dan keiurahan;

c. pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan
administrasi kecamatan dan kelurahan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinast dan kerjasama dengaq
lembagalinstansi iain di bhidang pembinaan administrasi
kecamatan dan kelurahan;

f. pelaksanaﬂn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Fagst gt

Sub Bagian ~Adminierasi Kependudukan mempunyai tugas
melaksanockan sebagian iugas Bagian Pemerintahan di bidang
adminisiras: \?r\-uﬂuduk“...

“asaj 32

Untuk moenvelonggaoraken fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 11, Sub B Bagian hdministrasi Kependudukan mempunyai
fungsi :

a. penvusunan rencana pregram dan petunjuk teknis di
pidang adminisirasi kependudukan;

b. peiaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
administrasi kependudukan;

¢. pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi
kepnendudukar;

d. pelaksanaan evziuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,;

e. pelaksahaan  koordinhasi  dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi iain i bidang administrasi kependudukan;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Hukum

Pasal 13

éagian Hukum mempunyai tugas di bidang penyusunan produk
hukum, administrasi dan dokumentasi hukum serta bantuan
hukum.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencaha program dan petunjuk teknis di
bidang penyusunan produk hukum, administrasi dan
dokumentasi hukum serta bantuan hukum;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
penyusunan produk hukum, administrasi dan dokumentasi
hukem >0 bantan hukum,
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C.

pelakssnasn perngawasan dan pengendalian di bidang
Banyusuna prouuk nukum, administrast dan dokumentasi
hukum safta bantuan hukum;

pclaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas,
pelaksanaan Koordinasi dengan lembaga/instansi lain di
bidang penyusunan praduk  hukum, administrasi dan
dokumentasi hukum serfa bantuan hukum;

nelaksanaan wigas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasat 15

Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang

penyusunan produk hukum.

Pasal 16

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 15, Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum mempunyai
fungsi .

a.

penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang penyusunan produk hukum daerah;

pelaksanaan program dan  petunjuk teknis di bidang
penyusunan produk hukum daerah;

pengawasan dan pengendalian di-bidang penyusunan
produk hukum daerah |

peiaksanaan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

neiaksanaan koordinasi <engan lembagalinstansi lain di
bidang penyusunan produk hukum daerah |

pelaksanaan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang
administrasi dan dokumentasi hukum.
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Pasal &

Untuk menyelenggarakan tuges sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum
mempunyai fungsi ;

a. penyusunan tencana program dan petunjuk teknis di
bidang aqm'mstrum dan dokumentasi hukum;

b. pelaksanazs program dan petunjuk teknis di bidang
administrasi dan dokumentasi hukum:

€. pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi dan
dokumentasi hukum;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di
bidang administrasi dan dokumentasi hukum:

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasat 1§
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tuges Bagian Hukum di bidang bantuan hukum.
Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

a. pehyusunan rencana pregram dan petunjuk teknis di bidang
. bantuan hukum;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
bantuan hukum;

¢. _pengawasan dan pengendalian di bidang bantuan hukum:
d. pelaksanaan evaluasi dan petaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinast dengan lembagal/instansi lain di
bidang bantuan hukum;

f. pelaksanaan tugas- tugas ilain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 3
Bag:an Organisasi

rasal 21

- Bagian Crganizasi momgunyai fugas di bidang kelembagaan,
ketatalaksznaan serta analisic dan formasi jabatan.

Y

Untuk menyelengaorakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, Bagran Organisasi mempunyai fungsi

a.

penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang keiembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan
fermasi igbatan;

pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi
jabatan;

pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan;

- pelaksanazn evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan
lembaga/instansi lain  di bidang kelembagaan,
Ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan;

palaksanzan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasai 23

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas meiaksanakan
sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang kelembagaan.

RPasal 24

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
~ Pasal 23. Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi

a.

penyusunan rencaha program dan petunjuk teknis di
bidang kelembagaan;

pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
kelembagaan;

pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan;
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d. pelaksanaan eval.asi dan pelaperan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanxan  howidinasi  dan kerjasama  dengan
iembagasinstans lain di bidang keiembagaan;

f. pelaksanzan iugas-iugas fawn yang diberikan oleh Kepala
Bagian Organhisas: egsual dengan tugas dan fungsinya.

L

Fasal &

%

Sub Bagian Ketfatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang ketatalaksanaan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :

a. pehyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang ketatalaksanaan;

b. pelaksanaan 'program dan petunjuk teknis di bidang
ketatalaksanaan;

¢c. pongawzsan <an pengendalian di bidang ketatalaksanaan;
d. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

e. pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembagafinstansi lain di bidang ketatalaksanaan;

f. pelaksanaan tugas-iugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian QOrganisasi sesual dengan tugas dan fungsinya.

£y
L

Pasal 27

Sub Bagian Analisis .dan Forimasi Jabatan mempunyai fugas
melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang
analisis dan formasi jabatan.

Pasal 28
Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan

mempunyai fungsi :

a. penyusunzn rencana program dan petunjuk teknis dt
bidang analisis dan formasi jabatan;
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b. peiaksanzan program dan petunjuk feknis di bidang
anahuis dan formasi jabatan;

€. pengawasan dan pengendalian di bidang analisis dan
formasi Jaobatan:

d. pelaksanzan 2valuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan-x,}goordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi fain di bidang analisis dan formasi
jabatan;

f. peizksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
- Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bagian Kerjasama

Pasal 29

Bagian Kerjasama mempunyai tugas di bidang Kerjasama iuar
hegeri dan kerjasama dalam negeri.

Pasal 30

Uniuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 29, Bagian Kerjasama mempunyai fungsi :

a. penyusunan rehcana program dan petunjuk teknis di
bidang kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri,

b. pelaksanaan pregram dan petunjuk teknis di bidang
keriasama luar negert dan kerjasama dalam negeri;

€. pengawasan dan pengendaiian di bidang kerjasama luar
.. hegeri dan kerjasama dalam negeri;

8

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan keordinasi kerjasama dengan
lembagal/instansi lain di bidang kerjasama luar negeri dan
Kerjasama dalam negeri;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. '

Pasal 31
Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bagian Kerjasama di bidang
Kerjasama luar negei.
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Pass 32

Jntuk menveienggsarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, Sub Bagian Ketjusama Luar Negeri mempunyai
fungsi :

a. penyusungn Jghoana Lrog
g a )

am «an petunjuk teknis di
b. pelaksanzarn srogram dan potuniuk teknis di bidang
Keriasama luzr negari:

pengawasan dan pengendalian di bidang keriasama luar
negeti;

F)

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. peiaksanaan Koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain di bidang kerjasama luar negeri;

f.  pelaksanaan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33
Sub Doglan Kerlssama Dslam Negeri mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bagian Kerjasama di bidang
kerjasama dalam negeri.

Pasal 34
Untuk menyeienggarakan iugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai
fungsi ;

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang kerasama dalam negeri;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
kerjasama dalam negert;

C. pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama
dalam negeri;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi  dan keriasama  dengan
lembaga/instansi lzin di bidang kerjasama dalam negeri;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Heriasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua .
~ Asistea Bduang Administrasi Pembangunan

Pasal 35

Asisten Sidang Adminisirasi Pembangunan mempunyai tugas
membanty  Sekcstaris  Daerah  di bidang administrasi
pembangunan yang meliputi bina program, pemuda dan olah
raga serta pengkajian pembangunan kota.

raragraf 1 -
Bagian Bina Program

Pasal 36

Bagian Bina Program mempunyai tugas di bidang penyusunan
pelaksanaan program, pembinaan dan pengendalian serta
evaluasi dan pelaporan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, Bagian Bina Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
“bidang penyusunan pelaksanaan program, pembinaan dan
pengendailian serta evaluasi dan pelaporan;

b. heiaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
penyusunan pelaksanaan program, pembinaan dan
pengendalian serta evaluasi dan pelaporan:

C. pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan
pelaksanaan program, pembinaan dam pengendalian serta
evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan
lembagalinstansi lain di bidang penyusunan pelaksanaan
program, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Bidang Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 38
Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di
bidang penyusunan pelaksanaan progra_m.
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FPacil 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksyd dgalgm
Pasal 35, Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program
mempunvat iungsi ;.

a. penvusunan rencana program dan petunjuk teknis i
bidang penyusunan pelaksanaan program;

\
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
penyusunan pelaksanaan program;

c. pengawasan dan pengendalian di bidang penyusuynan
pclaksanaan program;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama  dengan

lembagal/instansi lain di bidang penyusunan pelaksanaan
program,;

Pelaksanaan tugas-tugas tain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Bina Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fasal 40

Sub Stgian Pemtir an dan Pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian iugas Bagian Bina Program di bidang
pembinaan dan pengendalian.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana gimaksud pada Pagg!

40 Peraturan ini, Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian

mempunyai fungsi .

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pembinaan dan pengendalian;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bigang
pembinaan dan pengendalian;

¢. pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan ¢gan
pengendalian;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama  dengan
lembaga/instans] lain di btdang pembinaan dan

pengendatian;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepalp
Bag:a:, o.na Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 42

Sub Bagian Evaiuasi dan Pelaporan mempunyai tugas
meiaksonakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang
evaluasi dan pelaporarn.

. Pasal 43

%

Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, Sub Bayian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
fungsi : ‘

a.

penyusunan rencana ptodram dan petunjuk teknis di
bidang evaluasi dan pelaporan;

- pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

evaluasi dan pelaporan;

pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi dan
pelaporan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain di bidang evaluasi dan pelapeoran;

~ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Bina Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Pemuda dan Olahraga

Pasal 44 N

% Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas di bidang
kepemudaan dan pembinaan clahraga.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a.

penylsunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang kepemudaan dan pembinaan olahraga;

pelaksanaan program dan peturijuk teknis di bidang
kepemudaan dan pembinaan olahraga;

pengawasan dan pengendalian di bidang kepemudaan dan
pembinaan olahraga;
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d. peisksansan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

€. peCiswswnzan koordinas! kerjasama dengan
lembags/insians  dain Ji bidang kepemudaan dan
pomianaan ofahraga;

i
.

peiaksanaan .ug:.s-fugas fain vang diberikan oleh Asisten
Bidang Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinva. - |

Pasal 45

Sub Bagian Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bagian Pemuda dan Olahraga di bidang
kepemudaan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46, Sub Bagian Kepemudaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang kepemudaan;

b. pelaksanar program dan petunjuk teknis di bidang
kepsmudaamn,

c. pengawasan dan pengendalian di bidang kepemudaan;
d. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas,

e. peiaksanaan xoordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain di bidang kepemudaan;
-

f. pelaksanaan tugas-tugas jain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 48

Sub Bagian Pembinaan Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemuda dan Olahraga
di bidang pembinaan olahraga.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daiafn
* Pasal 48, Sub Bagian Pembinaan Otahraga mempunyai fungsi:

a. panjusinan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pembinaan olahraga;

ASI HUKUM
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Eholaksanaan  piogram dan petunjuk teknis di bidang
Fpembinaan slahiaga,

& pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan
¢~ olahrago,

- peiaksanaan evaluasi dan pelaperan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaar  koordinasi  dan - kerjasama  dengan
fembagal/instansi lain di bidang pembinaan ofahraga,

f pelaksanaan tugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Pengkajian Pembangunan Kota

Pasal 50

Bagian Pengkajian Pembangunan Kota mempunyai tugas di
bidang pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan
masvyarakat serta perekonomian.

Pasai %1

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50, Bagian Pengkajian Pembangunan Kota mempunyai

fungst :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan
3 masyarakat sertg perekonomian; A

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan masyarakat

serta perekonomian,

c. pengawasan dan pengendalian di bidang pengkajian fisik
dan prasarana, kesejahteraan  masyarakat serta
perekonomian,

d. pe!aksanaén evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan
lembagalinstansi lain di bidang pengkajian fisik dan
prasarana, kesejahteraan masyarakat serta perekonomian;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Ridarg Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinva.
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Sub Bagian Fisik dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  tugas Bagian Pengkajian
Pembangunan Kuia di bidang fisik dan prasarana.

Paszal 53 .

Untuk menyeiciiggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 52, Sub Bagian Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyusunah rencana program dan petunjuk teknis di
bidang fisik dan prasarana;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang fisik
dan prasarana;

c. pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan
prasarana;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
: lembagalinstansi lain di bidang fisik dan prasarana;,

f.  pelaksanaah tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengkajian Pembangunan Kota sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Sub Bagian Kesejahteraan Masygrakat mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian tugas  Bagian  Pengkajian
Pembangunan Kota di bidang kesejahteraan masyarakat.

" Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54, Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai
fungst :

" a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang kesejahteraan masyarakat;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
kescjahteraan masyarakat;

c. pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk
teknis di bidang kesejahteraan masyarakat;

d. pelaksanaan avaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

——— \
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e. peiaksoraan keordinasi  dan kerlasama dengan
' lemsanguiuiians: iain Gi bidung kesejahteraan masyarakat;

. pelaisenaas wugas-lugas jain yang diberikan oleh Kepala
Buagisn Pengicelan Pembangunan Kota sesuai dengan
ugast don fungsinve,

-

- Posal 88
Y

Sub Bagian Perekoncmian mempunyai iugas melaksanakan
sebagitan tugas Bagian Pengkajian Pembangunan Kota di
bidang perekonoarian.

Fasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 56, Sub Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

a. penydsunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang perekonomian:

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
perekonomian;

C. pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian:
d. pelaksanaan avaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:;

¢. pelaiksenaan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan
lembagafinstansi lain di bidang perekonomian;

f.  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengkajian Pembangunan Kota sesuai dengan

tugas dan fungsinya. A

-

v Bagian Ketiga
Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasai 58
Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi umum
yang meliputi umum, perlengkapan serta humas dan protokol.

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 59

Bagizn Umum mempunval tugas di bidang tata usaha. rumah
ROQLR seta sandl dan telekomunikasi,
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Pasa! 80

Untuk menyelerggarakan fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3%, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunz rencana program dan petunjuk teknis di
nidang fatz usaha, rumah tangga serta sandi dan
feiekomunihiash

B

b. pelaksanaan progrant gan potunjuk teknis di bidang tata

usaha, rumszh tangga serta sandi dan telekomunikasi;

€. pengawasan dan pengendalian di bidang tata usaha,
- rumah tangga serta sandi dan teiekomunikasi;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. peiaksanaan koordinasi kerjasama dengan

lembagalinstansi lain di bidang tata usaha, rumah tangga
serta sandi dan {elekomunikast;

-l

petaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Bidang Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan
fungsinva.

Pasal 61

Sub Bagian Tata Usgha mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bagian Umum di bidang kefatausahaan dan
pengeiolaan administrasi pegawai Sekretariat Daerah.

2asal 62 R

Uniuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi
negawal Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai
Sekretariat Daerah;

¢. pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan
dan pengelolaan administrasi pegawai Sckretariat Daerah;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:
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e,

pelzkasran faordiogsh dan KRIRSRUNR NG
AN o .r\‘,‘. ~, iy ~ -, ~ .
L e T N N T T dan
pe_:nge‘imam{ azministrasi pegawai Sekretariat Daerah:

f.  pelaksanaar tugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

. Pasal 83
Y

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bagian Umum di bidang rumah tangga.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

d. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dj
bidang rumah tangga:

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang rumah
tangga;

€. pengawasan dan pengendalian di bidang rumah tangga;
d. pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

¢. pelaksanaan  koordinasi  dan Kerfjasama  dengan
lembaga/instansi lain di bidang rumah tangga;

f. peiaksanaan lugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
. P

Pasal 65

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas’
melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di bidang sand
dan telekomunikasi,

Pasal 66
Unfuk m_enyelenggérakan tugas sebagaimana dimaksud alam
Pasal 85, Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi memunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk tknis di
bidang sandi dan telekomunikasi;

b. pelaksanzan program dan petunjuk teknis di bigng sandi
dan telekomunikasi:
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c. pongawasan dan pengendalian di bidang sandi dan

LCHMCROITIUT KRGS
d. meluksanaan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan  hkoordinasi dan - keriasama dengan
lembabasinstanst fain di bidang sandi dan telekomunikasi:

izksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia

ne
Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

Faragraf 2
Bagian Perlengkapan

Pasal 67

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas di bidang analisis
kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan, distribusi dan
perbengkelan.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai €7, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. penyizunan repcana program dan petunjuk teknis di
bidang analisis kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan,
distribusi dan perbengkelan:

b. peiaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
anzalisis  kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan,
distribusi dan perbengkelan:

¢. pengawasan dan pengendalian «i bidang analisis
xebuiuhan, pengadaan serta penyimpanan, distribusi dan
pstbengkelan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas;

e. pelaksanaan ~  koordinasi Kerjasama dengan
lembaga/instansi lain di bidang  analisis kebutuhan,
pengadaan serta penyimpanan,  distribusi dan
perbengkeian;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Bidang Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan
fungsinva.

=h

Pasal 689

Sub  Bagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas
melarsanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang
anaiisis kKebutuhan.
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Paszt 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68, Sub Bagian Analisis Kebutuhan mempunyai fungsi

a.

paryUstngn rencana program dan petunjuk teknis di
bidang anaiisis kebutuhan,

MY
pelaksanaan  program dan petunjuk teknis di bidang
analisis kebuithan;

pengawasan dan  pengendalian di  bidang analisis
kebutuhan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

polaksanaan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain di bidang analisis kebutuhan ;

nelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Beagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

Sub Bagian Pengadaan mempunyai- tugas melaksanakan
sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang pengadaan.

Pasai 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, Sub Bagian Pengadaan mempunyai fungsi :

a.

'<'}

:"h

penyusunan rencana program dar petunjuk teknis di
bidang pengadaan; .

peiaksanaan program dan  petunjuk teknis di bidang
nengadaan;

pengawasan dan pengendaiian di bidang pengadaan;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

pelaksanaan koordinasi  dan kerjasama  dengan
lembagal/instansi lain di bidang pengadaan;

pelaksanaan fugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Periengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkeian
mempunyai fugas melaksanakan scbagian tugas Bagian
Perlengkapan i bidang penyimpanan, distribust dan
paerbengkelan.

———— e
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Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73, Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan

Perbengkelan mempiunyai fungsi ;

4. penhyusunan renwana program dan petunjuk teknis di
vidang ponvimpanan, distribusi dan perbengkelan;

Q. SERRT R e s s A NN
NIRRT, Hiiond dan petsengkelan: :

C. pengawasan dan pengendalian di bidang penyimpanan.
distribusi dan perbengkelan: -

d. pefaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

- e. pciaksanaan koordinasi  dan kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain di bidang penyimpanan, distribusi
dan perbengkelan:

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Humas dan Protokol

Pasal 75

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas di bidang
pelayanan informasi, peliputan dan protokol.

Pasal 786

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud-dalam
Pasal 75, Bagian Humas dan Protokel mempunyai fungsi :

a. pehyusunan rehcana program dan petunjuk teknis di
bidang pelayanan informasi, peliputan dan protokol;

b. pelaksanaan program dan petunjuk. teknis di bidang
pelayanan informasi, poliputan dan protokol:

c. pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan
infermasi, peliputan dan protokol;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
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e. pelaksanaan koordinasi kerjasama _ dengap
lembagainelans: lain di bidang pelayanan informasi,
pelipian dan protokol;

f.  pelaksenaan fuuas-lugas lain yang diberikan oleh Asisten

Bidong Adminisiras: Jmum sesual dengan tugas dan

[ T [y
[iHETEHATEN

Dagal T7
Sub Bagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas

melaksanzkan sebagian tugas Bagian Humas dan Protokol di
bidang pelayanarn informasi.

Fasal 78

Untuk menveienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 77, Sub Bagian Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pelayanan informasi:

b. pelaksanaan program dan petunji.nk teknis di bidang
pelayanan informasi:

€. pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan
informasi;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:;

¢c. pelaksanaan  koordinasi  dan kerjasama  dengan
lembagalinstansi lain di bidang pelayanan informasi:

3
.

peiaKsanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Ragian Humes dan Protokol sesuai®den an tugas dan

o g 8]
fungsinya,

Pasal 79

Sub Bagian Peliputan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bagian Humas dan . Protokol di bidang
peliputan. '

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 79, Sub Bagian Peliputan mempunyai fungsi :

4. penyusunan rancana program dan petunjuk teknis di
bidaro pelipuytan:

.
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pelcksanagn program dan petunjuk teknis di bidang
peliputan; :

pengawasan dan pengéndalian di bidang peliputan;
palaksanaan evaluasi dan pelaperan pelaksanaan fugas;

nclaksanaan  kKoordinasi  dan  kerjasama  dengan
lembagalinstanst iain di bidang peliputan;

nelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Humas dan Protoko! sesuat dengan tugas dan
fungsinva.

Pasal 81

Sub Bagian Protoko! mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bagian Humas dan Protokol di bidang
keprotokolan,

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81, Sub Bagian Protokel mempunyai fungsi :

a.

penyusunan sencana program dan petunjuk teknis di
bidang keprofokoian ;

pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
keprotokolan ;

pengawasan dan pengendalian di bidang keprotokelan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

pelaksanaan koordinasi den  kerasama  dengan
lembaga/instansi {ain di bidang keprotokolan ;

pelaksanaan tugias-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 83

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala

Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya barkewajiban
melaksanakan prinsip-prinsip  Koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan
Sekretarlat Daerah maupun dengan instansi tain.
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{2} .,.t.:*:‘ rampinar gatecn organisasi dalam  linglungan
vetAGnal Dasrafh dertanggungiawab momimpin  dan
manLygroo i waian bawuahan - masing-masing dan
membarikan  bimoingan  seria  petunjuk-petunjuk  bagi

nelakcananan tugas.

0‘- ‘.’n

(3) Sstizp pimpinan _,h’:k,:.n organisasi dalam lingkungan
ekretariat Dacreh berkewajiban mengikuti dan mematuhi
slunitie pAuniuK q..n purtangnungjawab kepada atasan

mesingd-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu,

(4; Sciap lapmaen vang diierima oleh pimpinan satuan
ortnnisas dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan tebih ianjut untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Pasal 84

(1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat waktu
kepada Kepaia Bagian sesuai dengan bidang iugasnya
dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan
meanyusun iaporan untuk disampaikan tepat waktu kepada
Ph.i sten sesual denganr bidangnya untuk diteruskan kepada

Sokretarls Daera®.

{2) Setiap pimpinanr satuan organisasi dalam
manyelenggarakan tugasnya dibantu  oleh pimpinan
arganicast !:vawah“nnya dalam rangka pemberian
bin‘“ﬁ!ﬁg n  kepada bawahan masing-masing dengan

ngada ‘-\ n rapat hevkala.

{3) Apabiic Kepolz Bagizn herhalangan didalam menjalankan
~tugasnya, Kepaia Bagian dapat menunjuk salah satu
Lepala Sub bBagian untuk mewakilinya.

BA3 V
KETENTUANM LAIN-LAIN

Fasal 85

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat
Daeran mempunyai kegiatan.

(2) Ketentuan lebth lanjut mengenai kegiatan Sekretariat
Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah.

AS1 HUKUM
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| BAR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pacdu suul Poraturan Watiketa int mulai berlaku, Keputusan
Walilcota Surabaya Noemor 65 Tahun 2001 tentang Rincian
Tugas dan  Fungsi Sekretariat Daerah  Kota Surabaya
(Lembaran Daerali Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 57/D2),
dicabul dan dinyataten tidak beriaku,

Pasal 87

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Desember 2005
WALIKOTA SURABAYA,

ttd -

BAMBANG DWI HARTONO

angkan di Surabaya
tanggal 20 Desember 2005
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